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ABSTRAK

Tri Asti Hantari/222005 136/2009/Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 12
Tahun 1994 atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan undang-
undang No.12 tahun 1994 atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada

Penelitian ini termasuk Jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan data
primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis
yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil Analisis adalah menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu telah melaksanakan prosedur perhitungan, penagihan
dan pengajuan keberatan baik sebelum maupun setelah perubahan wilayah kerja
sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994, Perbedaan Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah perubahan wilayah kerja yaitu

target yang ditetapkan

Kata Kunci: Pelaksanaan prosedur-prosedur PBB  sebelum dan sesudah
perubahan wilayah kerja K PPBB
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Pemerintah memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan dengan
mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana dari dalam negeri dan
sumber dana dari luar negeri. Sumber dana dari luar negeri misalnya
pinjaman luar negeri sedangkan sumber dana yang berasal dari dalam
negeri misalnya penjualan migas dan non migas serla penerimaan dari
sektor pajak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar
memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat.

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi,
air dan kekayaan alam, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan
negara wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya
kepada negara melalui pajak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.12 tahun 1994 ini
(sebelumnya UU No. 12 tahun 1985), terhadap tanah yang tunduk pada
hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat



dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesian 1923 dan
Ordonansi Verponding 1928, disamping itu terdapat pula pungutan pajak
atas bangunan rumah, atas perabotan rumah tangga dan rumah
peristirahaian (bungalow) dan atas tanah dan bangunan yang didasarkan
pada Ordonansi pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah
atas tanah dan bangunan.

Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak
kebendaan dan kekayaan atas pemilikan harta benda tidak sesuai lagi
dengan keadaan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia
dan sebagai akibatnya telah menimbulkan tumpang tindih antara satu
pajak dengan lainnya schingga menimbulkan beban pajak berganda bagi
masyarakat dalaam pelaksanaan pemungutannya tidak berjalan secara
efektif.

Menurut mardiasmo (2003:3), supaya pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan dan perlawanan. pemungutan pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara
umum dan merata. serta disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

Majelis pertimbangan Pajak (MPP)



2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (syarat
yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat
(2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan,
baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan schingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan schingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan sebagai penyempumaan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1985. Dalam revisi Undang-undang Pajak Bumi dan
Bangunan ini, antara lain dilakukan penyesuaian besarnya Nilai Jual
Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp8.000.000.- sampai dengan
Rp12.000.000.-.
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Palembang pada tahun anggaran 2005 scbesar Rp65.455.914.762 atau

125,55% dari ketetapan sebesar Rp52.136.028.000, tahun anggaran 2006



terealisasi sebesar Rp59.871.050.829 atau 86,95 % dari ketetapan sebesar
Rp68.859.520.000, tahun 2007 terealisasi sebesar Rp81.755.152.318. dari
ketetapan sebesar 128,61%.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Tahun 2005- Tahun 2007

Tahun Target Penerimaan Realisasi Persentase
2005 Rp52.136.028.000 | Rp65.455.914.762 125,55%
2006 Rp68.859.520.000 | Rp59.871.050.829 86,95%

2007 Rp63.568.000.000 | Rp81.755.152318 128.61%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang

Besamya tarif adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
Adapun Nilai Jual Kena Pajak ini setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah
melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Penentuan tarif tunggal 0,5%
dilandasi pertimbangan kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak
dan aparat pemungutan pajak untuk melaksanakannya, mengingat bahwa
sebagian besar dari anggota pajak dan aparat pemungutan pajak untuk
melaksanakannya, mengingat bahwa sebagian besar dari anggota
pembayar pajak yang dewasa ini bertempat tinggal didaerah.
Kesederhanaan dalam tarif diperlukan agar mudah untuk dilaksanakan
dan dimengerti baik oleh pembayar pajak maupun oleh petugas pajak.
Dengan tarif tunggal yang lebih sederhana diperkirakan akan dapat
mempermudah wajib pajak melaksanakan ketentuan undang-undang ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini bersifat sebagai Pajak
Kebendaan dengan mengambil sebagai objek setiap bidang milik harta tak

bergerak. Karena objeknya bidang milik harta tak bergerak, maka pemilik



atau pemakai harta tak bergerak terscbut merupakan penanggung jawab
belaka.

Tetapi mengingat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan
dilaksanakan sampai kedacrah, dimana tingkat pendidikan wajib pajaknya
belum  memungkinkan  sepenuhnya  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya melalui sistem self assessment, maka dalam Undang-
undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
dilaksanakan pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalu
sistem Surat pemberitahuan Ketetapan Pajak. Surat Pemberitahuan
Ketetapan Pajak (kemudian disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang. SPPT) merupakan dasar untuk menagih pajak yang terhutang.
Pajak yang terhutang berdasrkan Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak
harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya.
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak apabila
wajib pajak tidak menyampaikan informasi vang diperlukan guna
menentukan besamya pajak vang terutang. Demikian pula apabila
berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan, pajaknya kurang dibayar
dapat dikelvarkan Surat Ketetapan Pajak.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan scbagian besar akan diterima
oleh Pemerintah Daerah, maka dirasakan perlu menetapkan tempat-tempat
pembayaran yang lebih mudah dan dekat schingga pemecrintah daerah
yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak

guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya. Tempat



yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank Pemerintah, Bank

Pembangunan Daerah, Kantor Pos dan Giro serta tempat-tempat lain yang

akan ditunjuk oleh menteri Keuangan, yaitu:

I. Pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan

langsung dengan objek pajak adalah:

a. Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah

b.

C.

d.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat/Pembuat Akta Tanah

Lurah/Kepala Desa

2. Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah:

a.

b.

Pejabat Dinas Tata Kota

Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan

Pejabat Agraris

Pejabat Balai Harta Peninggalan

Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direkiur Jenderal Pajak

Penggunaan pajak yang demikian oleh daecrah akan merangsang

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak ini secara

sadar. Selain itu, masyarakat akan dapat langsung merasakan hasil

pembangunan yang berasal dari pembayaran pajak mereka yang sekaligus

mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan

pembangunan.

Dengan pembaharuan sistem perpajakan yang didukung oleh

pelaksana yang dapat diandalkan trampil dan bersih, maka diharapkan



bahwa pembaharuan tersebut khususnya yang berkenaan dengan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, tidak akan lagi menimbulkan
dualisme dalam pemungutan oleh pemerintah Pusat dan Daerah maupun
menimbulkan beban pajak bagi masyarakat. Dengan pembaharuan sistem
perpajakan tersebut pemerintah mengaharap bahwa pembaharuan dapat
menunjang sepenubnya laju pembangunan pada tahun-tahun mendatang
dalam bentuk perwujudan pemerataan biaya pembangunan dan
pembebanan pendapatan masyarakat, peningkatan dan perluasan
kesadaran membayar pajak serta peningkatan penerimaan Pemerintah
Pusat maupun Daerah sesuai dengan perkembangan pembangunan
nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ™

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis
merumuskan masalah yang perlu diteliti dan dibahas lebih lanjut sebagai
berikut:
I. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Pajak No.12 tahun 1994 atas
pencrimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan
Pratama Seberang Ulu sebelum dan sesudah perubahan wilayah kerja

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan?



2. Apakah pengaruhnya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

setelah perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka
penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

I. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No.l12
tahun 1994 atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu sebelum dan sesudah
perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sesudah perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan

D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
pihak-pihak yang terkait yaitu:
1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi
penulis tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No.12 tahun 1994
terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor

Pelayanan Pratama Seberang Ulu.



2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Sebagai bahan masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.12
tahun 1994 terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Almamater
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-
penelitian yang lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan analisis
pelaksanaan undang-undang No. 12 tahun 1994 serta dapat bermanfaat

baik untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penclitian sebelumnya berjudul Tinjauan terhadap Tidak
Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan 20 llir D-1 Kecamatan
Itir Timur | yang dilakukan oleh Mahasiswi Universitas IBA yaitu Endang
Supriatna pada tahun 2004. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut
adalah faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan 20 llir D-1
Kecamatan llir Timur | dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan 20 llir D-1
Kecamatan Ilir Timur | untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor
penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan
20 Hir D-1 Kecamatan llir Timur | dan untuk mengetahui usaha-usaha
vang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan 20 Ilir D-1 Kecamatan [lir Timur | dalam mengoptimalkan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan 20 llir D-1
Kecamatan Ilir Timur | .Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu

data yang diperoleh dalam bentuk sudah ada atau berupa publikasi-
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publikasi, yaitu tabel pokok ketetapan penerimaan PBB dalam tahun
1998/1999 sampai dengan tahun 2002, jumlah Wajib Pajak di Kelurahan
20 1lir D-1 Kecamatan llir Timur | , data penyampaian SPPT dan data
pendukung lain dari majalah berita pajak. Teknik pengumpulan data
berdasarkan metode wawancara dan metode dokumentasi sedangkan
teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitataif.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
dilakukan penulis saat ini terletak pada perbedaan dan persamaan.
Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah damapak terhadap
peningkatan penerimaan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada
penelitian saat ini membahas mengenai Analisis Pelaksanaan Undang-
Undang No.12 Tahun 1994 atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu. Perumusan masalah yaitu
Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Pajak No.l12 tahun 1994 atas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pratama
Seberang Ulu sebelum dan sesudah perubahan wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Apakah pengaruhnya pada
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setelah perubahan wilayah kerja
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Obyek penelitian saat ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu. Data penelitian yang digunakan adalah data

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode



wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dengan adanya
perbandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya
dapat dilihat dari perbedaan dan persamaan yang membandingkan antara

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori
1. Pengertian Pajak

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli:

a. Santoso dan Rochmat: “luran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.”

b. Definisi yang diambil dalam reformasi perpajakan Indonesia tahun

1984 :
“Perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota
masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan
pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan
kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.”

c. S.I Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang discbabkan suatu keadaan, kejadian
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
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serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
negara secara langsung, untuk memelihara kescjahteraan secara
umum.
d. Feldmann :
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Pajak
Sebagai telah dikemukan, pajak pada dasarnya merupakan
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
yang berlaku. Pungutan-pungutan mana dikembalikan pemerintah kepada
masyarakat melalui pembiayaan pembangunan macam-macam prasarana
dan sarana yang dipentingkan masyarakat sehingga kehidupan rakyat
dapat tertunjang kelancarannya.
Menurut Mardiasmo (2003:6) Pajak dikelompokkan menjadi empat
bagian yaitu sebagai berikut:
a. Menurut Golongannya
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirmya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN



b. Menurut Sifatnya

I. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subycknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib
pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objcknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan
PPnBM

¢. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh,
PBB, Bea Materai, PPN dan PPnBM

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut olch pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak
daerah terbagi atas:
a) Pajak Daerah TK.l: Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Roda Dua
b) Pajak Daerah TK.II: Pajak Hotel, Penerangan jalan, Pajak
parkir
¢) Retribusi: Jasa Usaha, Pasar, Perizinan Tertentu
3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:2), menyatakan bahwa fungsi pajak

terbagi menjadi dua, vaitu:



1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang social ekonomi.
4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu penerimaan Negara dari sektor pajak yaitu Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), penerimaan Negara dari sektor PBB memberikan
potensi yang sangat besar karena dikenakan kepada wajib pajak yang
mempunyai hak atas bumi/tanah dan bangunan, sehingga wajib pajak
berkewajiban untuk membayar pajaknya kepada Negara dimanapun wajib
pajak berada.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
tahun 1994. PBB dipungut dengan system official assessment yaitu suatu
system dimana yang menentukan besamya pajak terutang adalah
pemerintah dan aparatur pajak.

Undang-undang No. 12 tahun 1994, pasal | memberikan
pengertian Bumi dan Bangunan yaitu:

Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada

dibawahnya.
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Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang diperuntukkan sebagai
tempat tinggal, atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:191), pengertian dari Bumi
Dan Bangunan yaitu:
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-
rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara
pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan
tempat yang diusahakan

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikeluarkan atas
bumi yang meliputi permukaan bumi yang dibawahnya serta bangunan
yang berupa konstruksi tehnik yang ditanamkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan yang digunakan untuk bertempat tinggal, tempat usaha
dan tempat yang diusahakan.
. Maksud dan Tujuan Pajak Bami dan Bangunan

Menurut Soemitro (2000:4) yang dijadikan alasan (maksud)
dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang

berasal dari zaman colonial adalah tidak sesuai dengan pancasila

b. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak

schingga membingungkan masyarakat
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Undang-undang yang berasal dari zaman colonial sukar mengerti oleh
rakyat

Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis
dalam bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia,
schingga merupakan bahasa gado-gado sedangkan terjemahan
resminya tidak ada

Undang-undang zaman colonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan
kepribadian bangsa Indonesia

Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia

Undang-Undang yang lama kurang memberikan kepastian hokum

Sedangkan menurut Soemitro (2000:4) vang menjadi tujuan dari

pembuatan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak schingga
mudah di mengerti oleh rakyat

Memberi dasar hukum yang kuat bagi pemungutan pajak atas harta tak
bergerak dan sekalian menyerasikan pajak atas harta tak bergerak di
semua daerah dan menghilangkan simpang siur

Memberikan kepastian hukum kepada rakyat sehingga tahu sejauh
mana hak dan kewajibannya

Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat undang-

undang yang sifatnya sama



c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah
Negara yang belum dibebani suatu hak

d. Digunakan perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbale balik

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional seperti
PBB, organisasi ASEAN, kerjasama budaya dan lainnya

8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat (1), yang
menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, penghuni,
pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa.

Jika suatu objek belum diketahui secara pasti siap wajib pajaknya,
maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
Bebrapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek dalam hal ini
adalah:

a. Jika suatu objek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi
dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak
berdasarkan undang-undang atau bukan Kkarena perjanjian. maka
subjek pajak yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau

bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak
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b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan pengadilan,
maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak
tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak

¢. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak
objek pajak, sedang untuk merawat objek tersebut dikuasakan kepada
orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat
ditunjuk sebagai wajib pajak.

9. Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pemberian dapat dilakukan pada Kantor Direktur Jenderal Pajak di
wilayah kabupaten tingkat Il dan atau kotamadya daerah tingkat 11 yang
meliputi letak objek pajak (pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
tahun 1994). Dengan penunjukkan tempat pemberitahuan seperti diatas
maka segala sesuatu pengeluarannya akan mudah dan lancar.

Subjek pajak memberikan atau mendaftarkan objek pajaknya
dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tersebut
dapat diambil di Kantor Direktur Jenderal Pajak Kabupaten dan
Kotamadya Daerah Tingkat Il atau tidak jarang pula SPOP yang
dikirimkan kerumah atau alamat subjek pajaknya untuk diisi dengan jelas
dan benar, lengkap dan tepat waktu.

Menurut Mardiasmo, 2003:200) Yang dimaksud dengan jelas dan

benar adalah
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maka sebagai konsekuensinya subjek pajak akan menerima Surat

Ketetapan Pajak (SKP) bukan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Menurut Mardiasmo (2003:203) SPOP hanya dapat diberikan dalam hal:

a. Objek Pajak terdaftar/data belum lengkap

b. Objek Pajak telah terdafiar tetapi data belum lengkap

c. Nilai Jual Objek Pajak berubah/pertumbuhan ekonomi

d. Objek Pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung
dengan objek pajak

Keberatan Banding terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Permohonan Pemungutan

Denda Administrasi

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor [2 tahun 1994,
wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan pajak
Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Direktur
jenderal  Pajak  melalui  Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat 1l yang wilayah Kkerjanya
membawahi letak objek pajak.

Surat keberatan itu harus dengan jelas menyebutkan jenis-jenis
pajak, tahun pajak, jumlah pajak yang ditentang dengan mengemukakan
alas an-alasannya.

Untuk setiap tahun, jika ada keberatan harus diajukan satu surat
keberatan, ini berarti bahwa wajib pajak tidak dapat memasukkan satu

surat keberatan, sekaligus untuk Surat Pemberitahuan Pajak terutang
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(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2 tahun berturut-turut
(penjelasan Pasal 15 ayat (1) Menurut Kartasapoetra (1999:43) yang perlu
diperhatikan oleh wajib pajak adalah:

a. Pengajuan keberatan terhadap besarnya jumlah pajak terutang dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan atau Surat Ketetapan Pajak,
tidak menunda pembayaran pajak, jadi pembayaran/pelunasan atas
pajak terhutangnya harus dilakukan.

b. Pengajuan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, juga
tidak menunda pembayaran/pelunasan pajak terutangnya.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No.12 tahun 1994 Menteri
Keuangan dapat memberikan pengurangan atas pajak yang terutang
dengan mengingat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Kondisi dari subjek dan objek pajak.

Dalam hal ini misalnya:

a. Lahannya serta sangat terbatas

b. Wajib pajaknya memang benar-benar tidak mampu

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi tetapi kemampuan wajib

pajaknya dapat dilakukan sangat lemah, seperti: janda/duda pahlawan,

pensiunan dan sebagainya.

Pengurangan dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50%

Objek pajak terkena bencana alam
a. Dalam hal misalnya:

b. Terkena banjir
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¢. Terserang gempa bumi
d. Terserang longsor
Pengurangan dapat berkisar antara 0% sampai dengan 100%
c. Hal yang luar biasa
Dalam hal misalnya:
(1) mengalami kebakaran
(2) Mengalami kekeringan dan serangan hama yang hebat
Pengurangan dapat berkisar antara 0% sampai dengan 75%.
Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak seperti diatas
diatur oleh Menteri Keuangan.

Adapun tentang permohonan pengurangan Denda Administrasi
seperti yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP, pasal 10 ayat
(3) UU No.12 tahun 1994) dan Surat Tagihan Pajak (STP, pasal 11 ayat
(3) UU No.12 tahun 1994) yang kesemuanya telah diterangkan, menurut
pasal 20 UU No. 12 tahun 1994 wajib pajak dapa memohon
pengurangannya yang harus diajukan secara tertulis dengan disertai alas
an-alasannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sanksi Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut

Mardiasmo (2000:216) akan diberikan apabila:
Bagi Wajib Pajak
a. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,

dalam hal ini:



1. Tidak mengembalikan SPOP
2. Mengembalikan SPOP tetapi isinya benar atau tidak lengakap dan
atau melampirkan keterangan tidak benar
b. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara.
Dalam hal :
1. Tidak mengembalikan SPOP
2. mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar
3. Memperlihatkan dokumen palsu atau surat palsu
4. Tidak memperlihatkan surat atau dokumen yang diperlukan
5. menyampaikan keterangan yang diperlukan
Untuk sebab kesengajaan maka akan diberikan sanksi dengan
pidana penjara selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-tingginya
lima kali pajak terutang
Untuk sebab kealpaan maka akan diberikan pidana kurungan
selama-lamanya enam (6) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali lipat
pajak terhutang
Bagi Pejabat
1. Sanksi Umum
Apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan
sanksi menurut peraturan perundang-undangan
2. Sanksi Khusus
Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau

ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya.
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a. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang
diperlukan

b. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan
yang diperlukan

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya | tahun atau
denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,-

Tindak pidana yang telah diuraikan di muka tidak dapat dituntut
setelah lampau waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang
bersangkutan. Penyimpanagan terhadap ketentuan pasal 78 KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) dimaksudkan untuk menyesuaikan

dengan kewajiban menyimpan dokumen yang lamanya 10 tahun.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak menurut Undang-
Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1994, bab IV Pasal 5
adalah sebesar (0,5%

Jika pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dibayar dari hasil tanah
dan bangunan yang tidak rasional. Hal ini ternyata dipraktekkan juga
dalam PBB, karena dalam pasal 19 UU PBB ditentukan bahwa Menteri
Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang

Adapun penjelasan pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan tersebut yaitu:

a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan

subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya
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b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam, atau sebab lain yang luar
biasa. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan sebab-sebaba tertentu lainnya, berupa lahan pertanian
yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri (yang tidak
mengeluarkan hasil) yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib
pajak tertentu dan lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif/pembangunan serta
pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukkan lingkungan.

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah antara lain gempa
bumi, banjir, tanah longsor dan yang dimaksud dengan sebab lain yang
luar biasa adalah seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman
dan hama tanaman.

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut  Undang-Undang No. 12 tahun 1994 Pasal 6 ayat (1)
disebutkan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya
Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu
ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang PBB Pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa
dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual kena Pajak (NJKP). Nilai Jual
Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai

jual sebenamya.
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Agar tidak terlalu membebani Wajib Pajak dan tetap
memperhatikan penerimaan Negara, maka telah ditetapkan besarnya
persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP). Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
berdasarkan Pasal 1 PP No. 74 tahun 1998, tanggal 30 september 1998
adalah sebagai berikut:

a. Sebesar 40%

I. Objek pajak perumahan yang Wajib Pajaknya Perseorangan
dengan NJOP Bumi dan Bangunan adalah Rp 1.000.000.000,- dan
ini tidak berlaku untuk PNS, ABRI, Pensiunan Janda/Duda yang
semata-mata dari gaji/uang pensiun.

2. Objek Pajak Perkebunan yang luasnya 25 Ha, yang dikuasai
BUMN atau Badan Usaha Swasta.

3. Objek Pajak Kehutanan, termasuk areal blik tebagan dalam
kegiatan Pemegang HPH, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan
Pemegang ljin Pemanfaaatan Kayu

b. Sebesar 20% untuk objek pajak lainnya
14. Cara Perhitungan Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak No.12 tahun 1994 pasal (7), Pajak
Bumi dan Bangunan dihitung dengan mengalikan tariff pajak dengan nilai
jula kena pajak. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang secara

skematis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 11.1

Nilai Jual Objek Pajak:

Nilai Jual Bumi/Tanah...............cccoiiiiiii Rp xxx

Nilai Jual Bangunan............coooiiiiiiiiiiiiiieeeaea e Rp xxx (+)
Dikurangi:

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak...............cccenanne. Rp xxx

Nilai Jual Bersih Sebagai Dasar Pengenaan Pajak................. Rp xxx (-)
Dikalikan:

Persentase Nilai Jual Kena Pajak

(ASSESSMENTVBIUCY: i c.vvesvinsmsiissinonvrsiesmsvapnssssnsss diisasmss Rp x %

Nilai Jual Kena Pajak

(Dasar Penghitungan Pajak)............coooiiiiiiiiiiiinnn Rp xxx (X)
Dikalikan

TEELPAER ... e ne v v s ssisunos sas ss aiin fon £ 6% sie fun duv s vsmase Rp 0,5%
Pajak Bumi dan Bangunan terhutang.................ccooiiiiiiiininnn, Rp xxx

Sumber: Buku Perpajakan tahun 2004

Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang adalah:

PBB = Tarif x NJKP
=0,5 % x 20% (NJOP-NJOPTKP)
atau

=0,5% x 40% (NJOP-NJOPTKP)

Tahun pajak menurut Undang-Undang PBB No.12 tahun 1994

pasal 8 adalah jangka waktu satu tahun takwim dan saat yang menentukan
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pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1
Januari
Pengertian Realisasi

Pengertian penerimaan menurut kamus Besar Indonesia
(2001:1011) adalah jumlah yang diterima sebenarnya atau sesungguhnya
yang telah dihasilkan.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan adalah hasil yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak kota Palembang.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Harjanto (1998), penerimaan adalah fungsi terpenting
dalam Pajak Bumi dan Bangunan, sebab pada prakteknya di lapangan
seringkali ukuran keberhasilan sebuah Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
adalah dilihat dari penerimaan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan tersebut
dalam memenuhi target penerimaannya. Untuk mencapai target
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Ekstensifikasi yaitu peningkatan jumlah objek pajak melalui upaya
menjaring objek pajak baru
2. Intensifikasi vaitu peningkatan kualitas pendataan dan penilaian objek

pajak, khususnya untuk objek pajak yang bernilai tinggi
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3. Teknologi yaitu melalui penggunaan computer dan teknologi lain
seperti terwujudnya Sistem Informasi Geografi (SIG) dan lain
sebagainya

4. Peraturan yaitu melalui perwujudan peraturan yang baik, adil,
sistematis dan applicable.

Realisasi penerimaan merupakan seluruh penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan yang dibayar oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak dan
pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun-tahun sebelumnya
dalam satu wilayah desa/kelurahan. Seluruh realisasi penerimaan Pajak
bumi dan Bangunan dari sector pertambangan, perkebunan dan kehutanan
merupakan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan yang membawahi wilayah-wilayah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut (Soegiyono, 2003:17) macam-macam jenis penelitian yaitu:

a. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah:
Survey, contoh post facto, experiment, naturalistic, policy research,
action research, evaluasi dan sejarah.

b. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah deskriptif,
komparatif dan asosiatif.

c. Jenis penelitian berdasrkan analisis dan jenis data adalah kuantitatif,
kualitatif dan gabungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan usulan
penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang membatasi
pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana
adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta dan memusatkan

perhatian secara mendalam dan intensif pada obyek yang diteliti.

B. Tempat Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian tersebut, data dan informasi
diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No.59 14 Ulu Palembang 30264.
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C. Operasionalisasi Variabel
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Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut

Tabel 111. 1
No Variabel Definisi Indikator
Undang-Undang Undang-Undang Prosedur dan
No.12 Tahun 1994 | yang mengatur perhitungan
tentang Pajak Bumi penetapan PBB
dan Bangunan Prosedur penagihan
PBB

Prosedur pengajuan

keberatan

Penerimaan Pajak
Bumi dan

Bangunan

Seluruh penerimaan
PBB yang dibayar
oleh wajib pajak
selama satu tahun
pajak dan pencairan
tunggakan PBB
tahun-tahun
sebelumnya dalam
satu wilayah
desa/kelurahan

Target, Realisasi dan
jumlah wajib pajak
PBB tahun 2005-
tahun 2007

Target, Realisasi dan
jumlah wajib pajak
PBB tahun 2008

Sumber: penulis

D. Data yang Diperlukan

Menurut Indiantoro dan Supomo (2004:146) data terdiri dari:

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak melalui media perantara)
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Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
orang lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder,

yang berupa prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 atas penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Seberang Ulu pada Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (2002:115-123) teknik pengumpulan data terdiri dari:

a.

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana
peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama
penelitian.

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan
instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sample.
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden

Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat
tanya.

Dokumen adalah catatan tertulis ntentang berbagai kegiatan atau

peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah
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a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang

berwenang pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota
Palembang

Observasi, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan sendiri
terhadap objek penelitian dan pencatatan untuk memperoleh data
tentang keadaan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota
Palembang

Dokumen, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dengan
membaca literature yang ada hubungannya dengan masalah dan buku

lain yaitu catatan, transkip buku, koran, majalah dan agenda.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data menurut M. Igbal Hasan (2002:22-23) menyatakan

bahwa ada dua cara metode analisis yaitu:

Analisis Kuantitatif

Adalah metode analisis data yang berbentuk bilangan

Analisis Kualitatif

Adalah analisis data yang datanya dinyatakan dalam bentuk Kata,

kalimat atau gambar

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode analisis kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan

cara membandingkan antara prosedur-prosedur yang berhubungan dengan

pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 atas penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah perubahan wilayah kerja Kantor
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Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta data-data yang mempengaruhi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Seberang Ulu setelah perubahan

wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu
Sejarah perkembangan Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu
terbagi atas tiga masa perkembangan, yaitu:

a. Masa Perkembangan Pada Zaman Belanda
Pada zaman penjajahan Belanda Kantor Pelayanan Pratama
Seberang Ulu bernama Kantor Inspeksi Van Financein yang dikepalai
oleh seorang Inspektur Van Financein Der Istavlas yang bernama Mr.
Trop, dengan wilayahnya meliputi kota Jambi dan Sumatera Selatan.

Pada waktu itu Kantor Dinas di luar daerah terbagi atas 5 (lima) daerah,

yaitu:

1. Palembang
2. Bengkulu
3. Jambi

4. Bangka/ Belitung
5. Lampung

Pada setiap daerah tersebut dikepalai oleh seorang bagian
Dinas luar. Iuran pajak pada masa penjajahan Belanda dilakukan hanya
atas dasar rasa takut pada pemerintahan Belanda dan hasil dari
pemungutan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah

yang ada di Indonesia maupun di Belanda.
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b. Masa Perkembangan Pada Masa Penjajahan Jepang
Meskipun Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada
pemerintah Jepang yang telah menduduki wilayah Republik Indonesia,
namun sistem perpajakan yang dilakukan tidak mengalami perubahan
kecuali pada karyawannya.
¢. Masa Perkembangan Pada Masa Kemerdekaan
Sejak Negara Jepang di jatuhi bom pada tanggal 14 Agustus
1945, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan begitu Inspeksi Van
Financein di ambil oleh Bangsa Indonesia yang dikepalai oleh Bapak
R. Sugiarto. Kantor Pajak di Palembang dulu bernama Kantor Besar
Inspeksi Keuangan yang di bawahi oleh jawatan Departemen
Keuangan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan nama Kantor
Pelayanan Pajak Palembang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak
Palembang Selatan. Kemudian pada tahun 2002 Kantor Pelayanan
Pajak Palembang Utara di pecah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak
Palembang Ilir Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir
Timur, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Selatan berubah
menjadi kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.
Berdasarkan pasal 29 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No 443/ KMK. 01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi
dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( Kanwil DJP),

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan



4]

Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa)

dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4),

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.
01/2008, sejak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak
Seberang Ulu berubah menjadi Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu
dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu melayani masalah
administrasi seluruh pajak sedangkan dulu Kantor Pelayanan Pajak
sendiri, Pajak Bumi dan Bangunan sendiri.

Visi Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu adalah menjadi
model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan
manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat.

Misi Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu ada 4 (empat) yaitu:

a. Misi Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah
berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi
yang tinggi.

b. Misi Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan
perpajakan minimizing distortion.

c. Misi Politik adalah mendukung proses demokrasi bangsa.
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d. Misi Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras
dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta
administrasi perpajakan yang mutakhir.

Adapun tujuan didirikannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Seberang Ulu yaitu untuk melayani masyarakat sesuai dengan wilayah
kerjanya yaitu Seberang Ulu I, Seberang Ulu 11, Kertapati dan Plaju yang
akan melaporkan, mendaftarkan serta membayar pajak terutang. Oleh
karena itu, orang yang menjadi wajib pajak berkewajiban untuk
melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu dengan
cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), meminta Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pada setiap tahun, mengisi,
menandatangani tanda terima dan menyampaikan kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu.

Setiap instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas. Agar
dalam menentukan hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab tidak
terjadi tumpang tindih. Struktur organisasi ini dimaksudkan untuk
memperjelas kepada setiap karyawan yang ada instansi tersebut agar
dalam pelaksanaan pekerjaannya harus memperhatikan wewenang dan
tanggung jawab sesuai dengan posisi jabatan masing-masing, sehingga
tujuan dapat terkoordinir dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau

instansi yang bersangkutan.
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Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

mempunyai tugas sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

3)

6)

Menyusun rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasi  pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang
pengolahan data dan informasi, pendataan dan penilaian, penetapan,
penerimaan, penagihan, keberatan dan pengurangan Pajak dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengevaluasi dan mengendalikan kebijaksanaan teknis di bidang
pengolahan data dan informasi, pendataan dan penilaian, penetapan,
penerimaan, penagihan, keberatan dan pengurangan Pajak sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengajukan  usulan rencana penerimaan Pajak  persektor,
perkabupaten/ kota, setiap tahun anggaran Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

Memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan oleh kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dan instansi
lain.

Menyelenggarakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan Pajak,
Pemerintah Daerah, dan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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7) Menyelenggarakan  koordinasi, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan, rumah
tangga, dan perlengkapan dalam rangka menunjang tugas pokok.

8) Surat teguran, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa,
surat sita, dan surat permintaan lelang serta pencabutan surat-surat
tersebut.

9) Surat keputusan kelebihan pembayaran dan surat perintah membayar
kelebihan pembayaran Pajak.

10) Surat keputusan penyelenggaraan uraian banding, surat pemberian
pengurangan dan usul penghapusan piutang pajak yang tidak dapat
ditagih, surat pembetulan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat
Pemberitahuan Pajak (SPP).

11) Himpunan data mutasi tanah dan bangunan.

12) Daftar keterangan objek pajak.

13) Surat usulan promosi dan mutasi pegawai.

14) Surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan umum.

15) Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan.

16) Laporan pelaksanaan

17) Laporan-laporan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

18) DP3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan) pegawai bawahan.
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2. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Sebelum
Perubahan Wilayah Kerja
a. Pembagian Tugas Kepegawaian
Berikut ini adalah pembagian tugas kepegawaian Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang:
1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota
Palembang
Menyelenggarakan  kegiatan  operasional  Direktorat
Jenderal Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan
cara melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan di bidang
tata usaha, pengelolaan data dan informasi, pendataan objek pajak,
menilai objek pajak, penetapan, penerimaan, penyelesaian
keberatan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka
pelaksanaan kebijaksanaan teknis.
Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Palembang:
a) Menyusun rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b) Mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang
pengolahan data dan informasi, pendataan dan penilaian,

penetapan, penerimaan, penagihan, keberatan dan pengurangan
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€)

g)

h)
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

Mengevaluasi dan mengendalikan kebijaksanaan teknis di
bidang pengolahan data dan informasi, pendataan dan
penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, keberatan dan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengajukan usulan rencana penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) persektor, perkabupaten/ kota, setiap tahun
anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan oleh
kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak
dan instansi lain.

Menyelenggarakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan
Pajak, Pemerintah Daerah, dan Instansi terkait sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan wurusan tata usaha, kepegawaian, laporan
keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan dalam rangka
menunjang tugas pokok.

Surat teguran, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat
paksa, surat sita, dan surat permintaan lelang serta pencabutan

surat-surat tersebut.
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i) Surat keputusan kelebihan pembayaran dan surat perintah
membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

J) Surat keputusan penyelenggaraan wuraian banding, surat
pemberian pengurangan dan usul penghapusan piutang pajak
vang tidak dapat ditagih, surat pembetulan atau pembatalan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan
Pajak (SKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP).

k) Himpunan data mutasi tanah dan bangunan.

I) Daftar keterangan objek pajak.

m) Surat usulan promosi dan mutasi pegawai.

n) Surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

o) Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan.

p) Laporan pelaksanaan

q) Laporan-laporan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

r) DP3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan) pegawai bawahan.

Tata Usaha

Melaksanakan pelayanan administrasi dengan cara
melakukan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan rumah
tangga dan perlengkapan dalam menunjang tugas pokok pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a)

b)

¢)

d)

)

Menyusun rencana kerja di bidang tata usaha sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan urusan pentatausahaan surat masuk dan surat
keluar dalam rangka tertib administrasi persuratan.
Melaksanakan wurusan pengetikan atau perekaman dan
penggandaan surat dinas serta dokumen dalam rangka
menunjang kelancaran tugas.

Melaksanakan urusan penataan berkas di lingkungan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang agar
arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna atau telah
memenuhi jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Melaksanakan urusan penyusutan arsip atau non arsip, formulir
atau blangko kosong yang tidak mempunyai nilai guna atau
telah memenuhi jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dalam rangka
tata tertib administrasi kepegawaian.

Menyusun konsep Daftar Usulan Kegiatan (DUK), Daftar
Usulan Proyek (DUP), dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



h)

J)

k)

49

Melaksanakan urusan tata usaha keuangan berdasarkan dana
yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Dafiar
Isian Proyek (DIP).

Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
sebagai realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.

Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas baik intern maupun
ekstern yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Kota Palembang agar berjalan lancar dan tertib.

Surat atau berkas yang berkenaan dengan tata usaha
kepegawaian.

Daftar Usulan kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek

(DUP) serta usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

m) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran

0)

P)

q)

rutin dan anggaran pembangunan.

Konsep pembelian alat perlengkapan kantor, penyusutan,
penghapusan atau pelelangan.

Laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha.
DP3(Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan) para pegawai pada
sub bagian tata usaha dan usul mutasi kepegawaian.

Penyaluran dan pendistribusian alat-alat perlengkapan kantor,

alat tulis kantor dan formulir atau blangko.
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r) Surat perjanjian atau kontrak dan berita acara serah terima
barang dan pekerjaan.

s) Arsip surat masuk dan surat keluar.

t) Konsep daftar usulan kepegawaian.

u) Tertib penyelenggaraan rapat dinas intern dan ekstern Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang,.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan pendaftaran data masuk dan data keluar,
pengolahan data, penyajian informasi dengan cara pembentukan
dan pemeliharaan master file, back up, perekam up dating,
transfer, recovery dan analisa serta memproduksi data keluar
dalam rangka analisa dan penyajian informasi.

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi:

a) Menyusun rencana kerja di bidang pengolahan data dan
informasi sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang.

b) Melaksanakan kegiatan pentatausahaan data masukan maupun
keluaran sebagai bahan pengolahan data dan penyajian
informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan master file dengan cara
perbaikan atau up dating untuk memperoleh data akhir yang

akurat.
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Melaksanakan kegiatan back up, transfer dan recovery dalam
rangka pengamanan, pengiriman dan perbaikan kembali data
dan atau program yang rusak.

Melaksanakan kegiatan perekaman data masukan objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka
persiapan produksi data keluaran.

Melaksanakan kegiatan pentatausahaan dan pemeliharaan atas
perangkat lunak dan perangkat keras termasuk di dalam media
komputer.

Melaksanakan kegiatan produksi data keluaran antara lain :
Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Daftar
Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), SK Pemberian
Pengurangan, dan SK Penyelesaian Keberatan. SK Pembetulan
dan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/
Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP) dan
keluaran hasil pembetulan Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP). DHKT dan STIS serta data keluaran
lainnya yang diperlukan oleh seksi terkait.

Informasi mengenai data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Laporan hasil kerja seksi pengolahan data dan informasi.

DP3 pegawai dan usul mutasi pegawai.
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4) Seksi Pendataan dan Penilaian

Melaksanakan urusan pendaftaran objek pajak dan subjek

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendataan objek pajak dan

subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penilaian dan klasifikasi

objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cara pendataan

pendaftaran objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) serta menyusun buku monografi Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan memperoleh data yang benar dan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) yang wajar dari dasar penetapan besarnya pajak terutang.

Tugas Seksi Pendataan dan Penilaian:

a)

b)

d)

Melaksanakan penyusunan rencana kerja di bidang pendataan
dan penilaian sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menyusun konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penilaian objek Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), untuk mendapatkan data yang benar dan
nilai yang wajar.

Melaksanakan urusan pendaftaran objek dan subjek Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Melaksanakan urusan penatausahaan hasil pendataan objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penilaian dan

klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hasil
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penyusutan data awal yang dilaksanakan oleh pejabat
fungsional penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Melaksanakan urusan penatausahaan hasil pendataan objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). penilaian dan
klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hasil
mutakhir data yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional
penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Melaksanakan urusan penatausahaan hasil pengumpulan data
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta
informasi yang diperlukan untuk menyusun monografi Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Menyusun konsep tanggapan atas permasalahan yang diterima
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dan
instansi lainnya.

Melaksanakan konsultasi dengan Kantor Penyuluhan Pajak,
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada
masyarakat.

Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.

Seksi Penetapan

Menetapkan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) semua sektor dan melaksanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan
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meneliti dan menyiapkan, membetulkan dan membuat salinan,

membatalkan dan mencocokkan hasil keluaran berupa DHR,

SPPT/ SKP/ STP, DHKP, STTS dan buku induk. serta melakukan

pengamatan atas tingkat dan perbandingan antara besarnya pajak

yang terutang dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dalam rangka meningkatkan besarnya pajak terutang.

Tugas Seksi Penetapan:

a)

b)

d)

€)

Menyusun rencana kerja dibidang penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagai bahan penyusunan konsep rencana
kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
Melaksanakan penetapan dan pencocokan hasil keluaran
berupa DHR. SPPT/ SKP/ STP, DHKP, STTS dan buku induk
yang diterima dari seksi pengolahan data dan informasi.
Melaksanakan penyampaian hasil keluaran berupa DHR,
SPPT/ SKP/ STP, DHKP, STTS kepada wajib pajak dan atau
instansi terkait.

Melaksanakan pembetulan hasil keluaran berdasarkan hasil
penelitian sendiri, permintaan pembetulan dari Wajib Pajak,
Pemerintah Daerah, Lurah/ Kepala Desa, maupun Instansi
terkait.

Melaksanakan pembatalan SPPT/ STP/ SKP/ STTS

berdasarkan hasil penelitian sendiri, permohonan Wajib Pajak,
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Pemerintah Daerah, Lurah/ Kepala Desa, maupun Instansi
terkait.

f) Melaksanakan pembuatan salinan SPPT/ STP/ SKP/ STTS
berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak maupun Pemerintah
Daerah.

g) Melaksanakan pemutakhiran buku induk sesuai dengan laporan
dan informasi yang diterima dari wajib pajak, seksi lain dan
instansi terkait.

h) Melaksanakan pengamatan atas tingkat perbandingan antara
besarnya pajak terutang dengan potensi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

i) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan Pajak,
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

J) Menyusun konsep Surat Tanggapan atas permasalahan yang
diajukan oleh wajib pajak, instansi lain.

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah oleh atasan.

Seksi Penerimaan

Melaksanakan  urusan  penerimaan  dengan  cara
menatausahakan pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan
pembagian hasil penerimaan biaya pungutan dan piutang Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) serta kompensasi dan tertib

administrasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Tugas Seksi Penerimaan:

a)

b)

¢)

d)

e)

Menyusun rencana kerja di bidang penerimaan sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan urusan penatausahaan pembayaran, penyetoran,
pelimpahan hasil penerimaan, pemantauan dan pembagian hasil
penerimaan serta biaya pemungutan PBB sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Menyusun konsep rencana penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) per Sektor, per Kabupaten/ Kota tiap tahun
anggaran.

Menyusun konsep laporan evaluasi penerimaan untuk
mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) untuk mengetahui sisa pajak terutang.

Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan  penagihan  dengan  cara

menatausahakan penagihan rutinitas dan kompensasi tertib

administrasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tugas Seksi Penagihan:
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Menyusun rencana kerja dibidang penagihan sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan urusan penatausahaan STP.

Melaksanakan urusan penertiban surat setoran kepada wajib
pajak.

Menyiapkan konsep surat paksa kepada wajib pajak.
Menyiapkan konsep surat perintah melakukan penyitaan.
Menyiapkan konsep surat pencabutan perintah melakukan
penyitaan.

Menyiapkan konsep surat permintaan jadwal waktu dan tempat
pelelangan atas barang yang telah di sita.

Membuat konsep pengumuman pelelangan.

Seksi Keberatan dan Pengurangan

Melaksanakan penyelesaian keberatan dan rincian banding,

serta pengurangan dengan cara melaksanakan penatausahaan,

penyelesaian keberatan dan penyusutan konsep uraian banding

serta pemberian pengurangan dan melaksanakan vanfikulasi data

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membentuk

pelayanan kepada wajib pajak.
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Tugas Seksi Keberatan dan Pengurangan:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Menyusun rencana kerja dibidang penyelesaian keberatan dan
pengurangan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan urusan penatausahaan penyelesaian keberatan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pelayanan
kepada wajib pajak.

Melaksanakan urusan pembuatan konsep keputusan keberatan.
Melaksanakan urusan penatausahaan konsep uraian banding
untuk menanggapi permohonan banding yang diajukan wajib
pajak.

Melaksanakan urusan penatausahaan peemberian pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pelayanan
kepada wajib pajak.

Melaksanakan urusan pembuatan konsep keputusan pemberian
pengurangan.

Melaksanakan urusan penyampaian keputusan penyelesaian
keberatan dan atau keputusan pemberian pengurangan.
Menyusun konsep surat tanggapan atas permsalahan yang
diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Wajib
Pajak, dan Instansi lain.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah oleh atasan
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Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada struktur organisasi pada gambar IV.1 berikut ini.



Gambar IV.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang
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Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang, 2007
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b. Wilayah Kerja
Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(KPPBB) meliputi masyarakat Kota Palembang, Musi Banyuasin
(MUBA), Banyuasin, dan Ogan Komering Hlir (OKI).
¢. Jumlah Wajib Pajak
Jumlah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan pada
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 123.053 jiwa
pada tahun 2005, pada tahun 2006 sebanyak 134.932 jiwa dan pada
tahun 2007 sebanyak 145.895 jiwa.
d. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sebelum perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (KPPBB) target penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) selalu mengalami kenaikan, hanya saja pada realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 mengalami
penurunan dikarenakan adanya kenaikan nilai tanah 3(tiga) tahun
sekali yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.12 tahun 1994.
Sedangkan realisasi wajib pajak (WP) selalu mengalami peningkatan
dari tahun 2005, 2006 dan 2007. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

IV.] dibawah ini



Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebelum Perubahan Wilayah Kerja

Tabel IV.1

(Tahun 2005, 2006 dan 2007)
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Tahun Target Target Realisasi Realisasi | Persentase
Penerimaan Wajib Penerimaan Wajib
PBB Pajak PBB Pajak
2005 | 52.136.028.000 | 197.338 | 65.455.914.762 | 123.053 | 125,55%
2006 | 68.859.520.000 | 192.527 | 59.871.050.829 | 134.932 86.9%
2007 | 63.568.000.000 | 196.589 | 81.755.152.318 | 145895 | 128.61%

Sumber : KPPBB Palembang 2008

3. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Setelah

Perubahan Wilayah Kerja

a. Pembagian Tugas Kepegawaian

. Tata Usaha

Melaksanakan pelayanan administrasi dengan cara
melakukan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan rumah
tangga dan perlengkapan dalam menunjang tugas pokok pelayanan
Pajak.

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a) Menyusun rencana kerja di bidang tata usaha sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pratama
Seberang Ulu.

b) Melaksanakan urusan pentatausahaan surat masuk dan surat
keluar dalam rangka tertib administrasi persuratan.

¢) Melaksanakan urusan pengetikan atau perekaman dan

penggandaan surat dinas serta dokumen dalam rangka

menunjang kelancaran tugas.
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Melaksanakan urusan penataan berkas di lingkungan Kantor
Pelayanan Pratama Seberang Ulu agar arsip atau dokumen
yang mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan urusan penyusutan arsip atau non arsip, formulir
atau blangko kosong yang tidak mempunyai nilai guna atau
telah memenuhi jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dalam rangka
tata tertib administrasi kepegawaian.

Menyusun konsep Daftar Usulan Kegiatan (DUK), Daftar
Usulan Proyek (DUP), dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Melaksanakan urusan tata usaha keuangan berdasarkan dana
yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar
Isian Proyek (DIP).

Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
sebagai realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.

Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas baik intern maupun
ekstern yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pratama

Seberang Ulu agar berjalan lancar dan tertib.



K) Surat atau berkas yang berkenaan dengan l1ala usaha
kepegawaian.

I} Daftar Usulan kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek
(DUP) serta usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

m) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran
rutin dan anggaran pembangunan.

n) Konsep pembelian alat perlengkapan kantor, penyusutan,
penghapusan atau pelelangan.

o) Laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha.

p) DP3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan) para pegawai
pada sub bagian tata usaha dan usul mutasi kepegawaian.

q) Penyaluran dan pendistribusian alat-alat perlengkapan kantor,
alat tulis kantor dan formulir atau blangko.

r) Surat perjanjian atau kontrak dan berita acara serah terima
barang dan pekerjaan.

s) Arsip surat masuk dan surat keluar.

t) Konsep dafiar usulan kepegawaian.

u) Tertib penyelenggaraan rapat dinas intern dan ekstern Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Utu.

. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan pendafiaran data masuk dan data keluar,
pengolahan data, penyajian informasi dengan cara pembentukan

dan pemeliharaan master file, back up. perekam up dating,
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(DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Daftar
Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), SK Pemberian
Pengurangan, dan SK Penyelesaian Keberatan. SK Pembetulan
dan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/
Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP) dan
keluaran hasil pembetulan Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP). DHKT dan STIS serta data keluaran
lainnya yang diperlukan olch seksi terkait.

h) Informasi mengenai data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

i) Laporan hasil kerja scksi pengolahan data dan informasi.

j) DP3 pegawai dan usul mutasi pegawai.

. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan:

a) Memberikan pengarahan dan menugaskan para kepala
seksi/kepala subbagian untuk menyusun rencana kerja
seksi/subbagian masing-masing

b) Menugaskan para pelaksana untuk menyiapkan bahan
penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan

¢) Menyiapkan bahan rencana kerja berdasarkan hasil kerja tahun
berjalan dan usulan rencana kerja tahun berikutnya, berupa
rencana kerja penilaian individu/masal, rencana kerja

pendataan objeck dan subjck Pajak Bumi dan Bangunan,
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(DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Daftar
Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), SK Pemberian
Pengurangan, dan SK Penyelesaian Keberatan. SK Pembetulan
dan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/
Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP) dan
keluaran hasil pembetulan Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP). DHKT dan STIS serta data keluaran
lainnya yang diperlukan olch seksi terkait.

Informasi mengenai data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Laporan hasil kerja seksi pengolahan data dan informasi.

DP3 pegawai dan usul mutasi pegawai.

. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan:

a)

b)

c)

Memberikan pengarahan dan menugaskan para kepala
seksi/kepala subbagian untuk menyusun rencana kerja
seksi/subbagian masing-masing

Menugaskan para pelaksana untuk menyiapkan bahan
penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan
Menyiapkan bahan rencana kerja berdasarkan hasil kerja tahun
berjalan dan usulan rencana kerja tahun berikutnya, berupa
rencana kerja penilaian individu/masal, rencana kerja

pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan,
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e)

g)

h)
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rencana pencarian data dan rencana kerja penyandingan Nilai
Objek Pajak (NOP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
selanjutnya menyampaikan kepada kepala scksi ekstensifikasi
perpajakan

Mempelajari, membahas dan menyusun konseprencana kerja
bersama para pelaksana/ pejabat fungsional penilai Pajak Bumi
dan Bangunan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala
kantor Pelayanan Pajak

Meneliti, menyetujui rencana kerja seksi eckstensifikasi
perpajakan dan meneruskan kepada kepala subbagian umum
untuk dikompilasi menjadi rencana kerja kantor Pelayanan
Pajak

Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan rencana kerja
seksi ekstensifikasi perpajakan ke subbagian umum untuk
dikompilasi menjadi rencana kantor Pelayanan Pajak
Menyampaikan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan
ke subbagian umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja
kantor pelayanan pajak

Menerima rencana kerja kantor pelayanan pajak yang telah
ditandatangani kepala kantor dari subbagian umum dan
menecruskan kepada para pelaksana untuk menatausakan dan

melaksanakan
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i) Menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja kantor pajak

tersebut
4. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan:

a) Menyusun penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) lebih bayar

b) Menyusun penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Penghasilan Barang Mewah (PPnBM)

¢) Menyusun penyelesaian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk
selain wajib pajak patuh

d) Menyusun penyeclesaian usulan pemeriksaan

¢) Menyusun penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota
perhitungan pajak

5. Seksi Pelayanan

Tugas Scksi Pelayanan:

I. Menyusun penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

2. Menyusun permohonan pengurusan Pengusaha Kena Pajak
(PKP)

3. Melaksanakan penerimaan pengolahan Surat Pemberitahuan

(SPT) masa dan tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
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6. Seksi Penagihan

a)

b)

d)

f)

)
h)

i)

Melaksanakan urusan penagihan dengan cara menatausahakan
penagihan rutinitas dan kompensasi tertib administrasi
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tugas Scksi Penagihan:

Menyusun rencana kerja dibidang penagihan sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan urusan penatausahaan STP.

Melaksanakan urusan penertiban surat setoran kepada wajib
pajak.

Menyiapkan konsep surat paksa kepada wajib pajak.
Menyiapkan konsep surat perintah melakukan penyitaan.
Menyiapkan konsep surat pencabutan perintah melakukan
penyitaan.

Menyiapkan konsep surat permintaan jadwal waktu dan tempat

pelelangan atas barang yang telah di sita.

Membuat konsep pengumuman pelelangan.

7. Seksi Pengawasan dan Konssultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi :

a)

Menyusun penyelesaian pemindahbukuan

b) Menyusun penerbitan surat perintah pembayaran kurang pajak
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¢) Melaksanakan pemusatan permintaan pemusapan  Pajak
Pertambahan Nilai (PPn)
Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada struktur organisasi pada gambar IV .2 berikut ini.



Gambar 1V.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
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Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, 2009
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b. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu
meliputi masyarakat Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju dan
Kertapati.

Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak
52.671 jiwa.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
Wajib Pajak yang terdafiar lebih diperkecil mengingat bahwa wilayah
kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
adalah Seberang Ulu I, Seberang Ulu 11, Kertapati dan Plaju. Untuk
lebih jelasnya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
jumlah Wajib Pajak yang terdafiar dapat dlihat pada tabel IV.2

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Dan Wajip Pajak (WP) pada tahun 2008

Kabupaten/ Target Target Realisasi Realisasi | Persentase
Kelurahan Penerimaan WP Penerimaan WP
PBB PBB
Seberang 1.605.901.162 | 21.996 358.204.513 6.065 22.3%
Ulu 1
Seberang 881.654.368 | 10.469 | 241.731.371 3.291 27.4%
Ulu Il
Kertapati 1.055.265.384 | 10.179 339.705.468 3.870 32.2%
Plaju 11.031.327.849 | 10.027 218.581.793 7.173 2,0%
Jumlah 14.574.148.763 | 52.671 | 1.158.223.145 | 20.399 32,3%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu, 2009




73

B. Pembahasan
Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis ajukan pada bagian
pendahuluan, maka hasil penelitian yang didukung oleh data sekunder penulis
akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut yang akan diuraikan
sebagai berikut:
1. Analisis Prosedur Perhitungan, Penagihan dan Keberatan
A. Analisis Prosedur Perhitungan, Penagikas dan Keberatan
Sebelam Perubahan Wilayah Kerja
1) Perhitungan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak
berdasarkan tanah, bangunan dan hasil pengelolaan tanah sesuai
dengan tarif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen)
Pajak. Mekanisme perhitungan dan penctapan Pajak Bumi dan
Bangunan dari mulai diterima data hingga siap untuk dilakukan
pemungutan adalah sebagai berikut:
a) Pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan
Bangunan
Secara garis besar ketentuan tentang pendaftaran yang
dicakup dalam pasal 2 UU — KUP adalah “ setiap wajib pajak
(WP) wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)
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Kewajiban pihak pajak schubungan dengan pendaftaran

adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada wajib

pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Tindakan mendaftarkan diri merupakan titik awal tumbuhnya

kesadaran membayar pajak dari masyarakat.

Berikut mekanisme pendaftaran pajak bumi dan

Bangunan sebagai berikut:

N

2)

3)

4)

Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran Nomor
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baik secara
langsung ataupun secara bersama-sama

Petugas Tempat Pclayanan Terpadu (TPT) menerima
permohonan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan.
Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap,
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada
Pelaksana Seksi pelayanan dan kepada wajib pajak
diberikan BPS.

Pelaksana Scksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib
Pajak

Dalam hal wajib pajak mendaftarkan diri untuk diberikan

Nomor SPPT, pelaksana scksi pelayanan melakukan
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pencetakan surat keterangan terdaftar dan kartu Nomor
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

5) Kepala seksi pelayanan menandatangani surat keterangan
terdaftar.

6) Proses selesai

Perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Proses perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu ternyata telah sesuai dengan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1994 Pasal 5, pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan pasal
7.

Adapun bunyi dari pasal 5 tersebut yaitu:

Tarif pajak yang terhutang atas objek pajak adalah
sebesar 0,5% Selanjutnya pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) yang
berbunyi:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP)

2. Dasar Perhitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang
ditetapkan screndah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan
setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP)
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Selanjutnya pasal 7 menyatakan bahwa:

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

Menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) Udang-Undang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.12 tahun 1994 discbutkan
bahwa:
Setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,-

2) Pemagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berikut mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pelaksana menginventarisasi penunggak pajak yang harus
dikirim Surat Paksa, meneliti dengan melihat data funggakan
beserta pelunasan atau penguranagan membuat konsep Surat
Paksa dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi penagihan
Kepala seksi penagihan meneliti, menyetujui dan memaraf
konsep Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mencliti, menyutujui dan
menandatangani Surat Paksa dan meneruskan kepada Juru Sita
Kepala seksi penagihan menerima Surat Paksa dan meneruskan

kepada juru sita untuk ditindaklanjuti
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g)

h)
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Pelaksana menatausahakan Surat Paksa dan meneruskan
kepada juru sita untuk ditindak lanjuti

Juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada penunggak
Pajak/penanggung pajak/pihak yang mewakilinya dan
membuat berita acara penyampaian surat paksa yang
ditandatangani penanggung pajak/pihak yang mewakilinya
sebagai bukti bahwa surat paksa telah disampaikan, membuat
konsep laporan pelaksana surat paksa dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi penagihan melalui pelaksana

Kepala seksi penagihan meneliti, menyetujui, dan
menandatangani laporan pelaksana surat paksa, serta
menugaskan pelaksana untuk menatausahakannya

Pelaksana menerima laporan pelaksana surat paksa dan
menatausahakan laporan pelaksana surat paksa, salinan surat
paksa dan berita acara penyampaian surat paksa kedalam
berkas penagihan wajib pajak.

Menurut analisis penulis prosedur penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan

Undang-Undang No.12 tahun 1994, ketentuan ini dapat dijelaskan

dalam pasal 11 ayat (3) menjclaskan tentang denda yang dikenakan

atas wajib pajak yang lewat jatuh tempo membayar Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB). Adapun bunyi pasal 1 layat (3) yaitu:
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Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda
administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling
lama 24 bulan.

Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penclitian yang penulis lakukan
pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang
disebabkan oleh masalah tidak sesuainya besar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terhutang pada Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan
keadaan objek pajak yang sebenamya schingga wajib pajak tidak
setuju untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
dibebankan.

Mekanisme pengajuan keberatan sebelum pemecahan
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
dilakukan oleh wajib pajak yang disebabkan oleh tidak sesuainya
besar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagai berikut:

a) Wajib pajak mengajukan keberatan kepada Scksi pengajuan
keberatan dan pengurangan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan
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b) Seksi pengajuan keberatan dan pengurangan melakukan
rancangan yang berupa pengajuan keberatan yang dilakukan
oleh wajib pajak

c) Setelah dipertimbangkan apakah pengajuan keberatan yang
diajukan oleh wajib pajak tersebut diterima oleh seksi
pengajuan keberatan dan pengurangan maka, keputusan
keberatan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak Bumi dan

Bangunan tersebut.

B. Analisis Prosedur Perhitungan, Penagihan dan Keberatan Setelah
Perubahan Wilayah Kerja
1) Perhitungan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak
berdasarkan tanah, bangunan dan hasil pengelolaan tanah sesuai
dengan tarif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen)
Pajak. Mekanisme perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan dari mulai diterima data hingga siap untuk dilakukan
pemungutan adalah sebagai berikut:
a) Pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan
Bangunan
Secara garis besar ketentuan tentang pendaftaran yang
dicakup dalam pasal 2 UU — KUP adalah “ sctiap wajib pajak

(WP) wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal
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Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Kewajiban pihak pajak schubungan dengan pendaftaran
adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada wajib
pajak yang ingin mendaftarkan diri scbagai wajib pajak.
Tindakan mendaftarkan diri merupakan titik awal tumbuhnya
kesadaran membayar pajak dari masyarakat.

Berikut mekanisme pendaftaran pajak bumi dan
Bangunan sebagai berikut:

1) Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran Nomor
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baik secara
langsung ataupun secara bersama-sama

2) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima
permohonan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan.
Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap,
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada
Pelaksana Scksi pelayanan dan kepada wajib pajak
diberikan BPS.

3) Pelaksana Seksi Pelayanan merckam Permohonan Wajib

Pajak
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4) Dalam hal wajib pajak mendaftarkan diri untuk diberikan
Nomor SPPT, pelaksana seksi pelayanan melakukan
pencetakan surat keterangan terdaftar dan kartu Nomor
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

5) Kepala seksi pelayanan menandatangani surat keterangan
terdaftar.

6) Proses selesai

Perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Proses perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan pada Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu
ternyata telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun
1994 Pasal 5, pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan pasal 7.

Adapun bunyi dari pasal 5 tersebut yaitu:

Tarif pajak yang terhutang atas objek pajak adalah
sebesar 0,5% Selanjutnya pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) yang
berbunyi:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP)

2. Dasar Perhitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang
ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan
setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP)
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Selanjutnya pasal 7 menyatakan bahwa:
Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

Menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) Udang-Undang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.12 tahun 1994 disebutkan
bahwa:
Setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000.-

2) Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berikut mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Pelaksana menginventarisasi penunggak pajak yang harus
dikirim Surat Paksa, meneliti dengan melihat data tunggakan
beserta pelunasan atau penguranagan membuat konsep Surat
Paksa dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi penagihan
Kepala seksi penagihan meneliti, menyetujui dan memaral
konsep Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyutujui dan
menandatangani Surat Paksa dan meneruskan kepada Juru Sita
Kepala seksi penagihan menerima Surat Paksa dan meneruskan

kepada juru sita untuk ditindaklanjuti
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Pelaksana menatausahakan Surat Paksa dan meneruskan
kepada juru sita untuk ditindak lanjuti

Juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada penunggak
Pajak/penanggung pajak/pihak yang mewakilinya dan
membuat berita acara penyampaian surat paksa yang
ditandatangani penanggung pajak/pihak yang mewakilinya
sebagai bukti bahwa surat paksa telah disampaikan, membuat
konsep laporan pelaksana surat paksa dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi penagihan melalui pelaksana

Kepala seksi penagihan meneliti menyetujui, dan
menandatangani  laporan pelaksana surat paksa, serta
menugaskan pelaksana untuk menatausahakannya

Pelaksana menerima laporan pelaksana surat paksa dan
menatausahakan laporan pelaksana surat paksa, salinan surat
paksa dan berita acara penyampaian surat paksa kedalam
berkas penagihan wajib pajak.

Menurut analisis penulis prosedur penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan

Undang-Undang No.12 tahun 1994, ketentuan ini dapat dijelaskan

dalam pasal 11 ayat (3) menjelaskan tentang denda yang dikenakan

atas wajib pajak yang lewat jatuh tempo membayar Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB). Adapun bunyi pasal | layat (3) yaitu:
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Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak
dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar
2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan
hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
Pengajuan Keberatan

Berdasarkan hasil penclitian yang penulis lakukan
pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang
disebabkan oleh masalah tidak sesuainya besar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terhutang pada Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan
keadaan objek pajak yang sebenarnya sehingga wajib pajak tidak
setuju untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
dibebankan.

Pengajuan keberatan setelah perubahan wilayah kerja
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan wajib
pajak yang disebabkan oleh tidak sesuainya besar Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang sebagai berikut:

a. Wajib pajak mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

melimpahkan kepada Kantor Wilayah
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c. Kantor Wilayah tersebut mempertimbangkan pengajuan
keberatan tersebut, yang kemudian keputusan keberatan yng
diterima akan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan
yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
sebelum dan sesudah perubahan wilayah kerja yaitu pada prosedur

pengajuan keberatan.

2. Pengaruh Pemnerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Setelah
Perubahan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (KPPBB)

Perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (KPPBB) sejak tanggal 9 September 2008, sangat
mempengaruhi target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) pada tahun tersebut karena KPPBB yang semula mempunyai
wilayah kerja yang sangat besar yaitu Kota Palembang, Musi Banyuasin
(MUBA), Banyuasin dan OKI sekarang berubah wilayah kerjanya
mencakup Kabupaten/Kelurahan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu II,
Kertapati dan Plaju. Wilayah kerja yang sempit sangat mempengaruhi
target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama seberang Ulu. Target penerimaan PBB untuk
kabupaten/kelurahan Seberang Ulu I sebesar Rp1.605.901.162, Seberang
Ulu 11 sebesar Rp881.654.368, Kertapati Rpl.055.265.384 dan Plaju

sebesar Rp11.031.327.849. Sedangkan realisasi penerimaan PBB Seberang
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Ulu T Rp358.204.513, Seberang Ulu II Rp241.731.371, Kertapati
Rp339.705.468 dan Plaju sebesar Rp218.581.793. Jika dibandingkan
dengan target dan realisasi PBB pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun
2007 sangat berbeda. Pada tahun 2005 target penerimaan PBB yaitu
Rp52.136.028.000 realisasinya Rp65.455.914.762, pada tahun 2006 target
penerimaan  sebesar  Rp68.859.520.000  ternyata  realisasinya
Rp59.871.050.829 atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan
sedangkan pada tahun 2007 target PBB yaitu sebesar Rp63.568.000.000
dan realisasinya Rp81.755.152.318. Pada tahun 2005 dan tahun 2007
semua target penerimaan PBB tercapai, hanya saja pada tahun 2006
realisasi penerimaan PBB tidak tercapai. Ketidaktercapaian target
penerimaan PBB tersebut dikarenakan adanya kenaikan niali atas tanah 3
(tiga) tahun sekali.

Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, perubahan
wilayah kerja KPPBB yang terjadi sangat berpengaruh. Pada tahun 2005,
2006 dan tahun 2007 jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 403.880.
Tetapi pada tahun 2008 setelah perubahan wilayah kerja wajib pajak yang
terdaftar hanya 20.399. Untuk lebih jelasnya melihat target dan realisasi
penerimaan dan wajib pajak PBB setelah perubahan wilayah kerja dapat
dilihat pada tabel 1V.2. Jadi perubahan wilayah kerja yang terjadi pada
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh terhadap
target dan realisasi penerimaan PBB dan wajib pajak. Dimana realisasi

penerimaan dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat
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pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2008 tidak mencapai
target yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Seberang Ulu.



BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV, maka

pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Sebelum dan
Sesudah Perubahan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan

Pelaksanaan Undang-Undang No.12 tahun 1994 sebelum dan
sesudah perubahan wilayah kerja terdapat perbedaan pada prosedur
pengajuan keberatan PBB. Dimana prosedur pengajuan keberatan
sebelum perubahan wilayah kerja wajib pajak yang merasa keberatan
atas pajak terhutangnya mengajukan keberatan kepada KPPBB, jika
pengajuan keberatan tersebut disetujui atau ditolak maka keputusan
tersebut akan diterbitkan langsung oleh KPPBB itu sendiri. Sedangkan
prosedur pengajuan keberatan setelah perubahan wilayah kerja yaitu
wajib pajak yang merasa keberatan atas pajak terhutang yang
dikenakan kepadanya maka, wajib pajak tersebut mengajukan surat
keberatan tersebut kepada KPPBB tetapi yang mengeluarkan surat

keputusan disetujui atau tidak disctujui adalah Kantor Wilayah.

88
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2. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Setelah Perubahan

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perubahan wilayah kerja sangat mempengaruhi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Seberang Ulu yaitu turunnya target, realisasi penerimaan dan jumlah
wajib pajak yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Seberang Ulu. Penurunan jumlah target, realisasi penerimaan dan
jumlah wajib pajak disebabkan karena wilayah kerja yang sempit. Jika
sebelum perubahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan mencakup Kota Palembang, Musi Banyuasin (MUBA),
Banyuasin dan Ogan Komering llir (OKI) tetapi setelah perubahan
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu hanya
mempunyai wilayah kerja kabupaten/ kelurahan Seberang Ulu I,

Seberang Ulu I, Kertapati dan Plaju.

B. Saranm

Di dalam skripsi ini penulis memberikan beberapa saran, yang

mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai

berikut :

1.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
maka hendaknya dilakukan upaya terus-menerus dalam hal pendataan
ulang setelah perubahan wilayah kerja. Misalnya dengan penyusunan
data awal PBB yaitu kegiatan pendataan seluruh objek Pajak Bumi dan

Bangunan dalam suatu wilayah tertentu.



2. Agar usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Seberang Ulu dapat terlaksana dengan baik, ada baiknya perlu
dilakukan usaha intensifikasi pemungutan pajak secara maksimal.
Usaha tersebut antara lain adalah dengan peningkatan penyuluhan,
bimbingan dan pembinaan kepada wajib pajak serta penegakkan
hukum yang lebih tegas dan efektif kepada wajib pajak yang lalai

dalam memenuhi kewajibannya.



REALISAS| PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2005
KANTOR PELAYANAN FAJAK BUM! DAN BANGUNAN PALEMBANG
S D TANGGAL 30 DESEMBER 2005

[ dalam rupiah )

WABROTA RENTANA REALISASI PENERIMAZN ]
ND SEKTOR PENERIMAAN [ SOUBUAN 1 BINTNIS D % SOBULAN | % |
TAHUN 2005 LALU (4.3} TANGGAL 30DES | (53) INI {837 !
7 7 kj 1 5 g 7 3 g
| | Kota Palembang
Perkotaan (SKB) 24 264 459 000 23742167222 | 97 85 545950995 | 2725 24288128217 | 10010
PTB Migas 27 871,569,000 27094523976 | 9721 14.073,262,569 | 5049 41.187,786,545 | 147 71
P3 27.871,569,000 27072523976 | 97 21 14073,262.569 | 5049 41,167,786.545 | 147 71
APEBN 52,136,028.000 50836691198 | 97 51 14619223554 | 2804 65,455.914 762 | 125 55
BPHTB 12481 277 000 17. 780972570 | 142 4€_ J. 790083087 | 3037 | 21571.055.652] 177 3
APBN + BPHTB 64 617,305,000 86617663768 | 106 19 18,409,306.646 | 28 49 87.026,970414 | 13468
2 | Kab. OKI
Pedesaan 1.360,750,000 1475868621 | 108 45 54626750 | 4 ¢ 1530455 561 | 15247
Perkotaan 335,860,000 359,589,367 | 107.07 9,098,547 | 271 363686214 | 10977
SKB 1,696,610,000 1835458 188 | 108.18 63725607 | 376 1,899,183.795 [ 11104
Perkebunan T 300,000,000 1700130379 | 12144 JB484T38 ] 396 {748 E25 517 [ 124 &0
Perhutanan 482,966,000 -1 000 953,161 486 | 19943 963.161,466 | 19942
PTB Migas 15.426,668,000 18,760.165,206 | 121 61 15,293,758.404 | 9914 34053923610 | 220.75
PTB Non Miga: 100,000 -1 000 -| 000 -1 0o
P3 17,309,734,000 20,460,295.785 | 118.20 16,305,414,808 | 9420 36.765,710,593 | 212.40
APBN 19,006,344.000 22,295,753 973 | 117.31 16,369,140.415 | 86 12 38,664,894,388 | 20343
BPHTB 1,626,000,000 1822824046 | 112.10 187.524.337 ] 1153 2010348383 | 12364
APBN + BPHTB 20,632,344,000 24 118578.019 | 116 %0 16.556,664,752 | 8025 40675042.771 | 197 14
3 | Kab. OGAN ILIR
Fedesaan 358,850,000 164,715,255 | 4590 B483544 | 236 173.198,799 | 4526
Perkolaan 89,700,000 8999569 | 1003 2899335| 323 11.898.504 | 1327
SKB 448 550,000 173714824 | 3873 11382879 | 254 185,097,703 | 4127
Ferkebunan 1.500,000,000 7816137920 12708 - oon 1818 137,920 | 127 08
PTB Migas 21.916,996,000 34,895.804,007 | 15922 25,140,155.882 | 114.71 60.035,959,889 | 273.97
PTB Non Migas 900,000 1238,250 | 13758 -1 000 1,238,250 | 137 58
P3 23,417 896,000 36.713,174177 | 156 77 25,140,155 882 | 10735 £1,853.330,059 | 264 13
APBN 23,855,446,000 36,886,889,001 | 154.56 25151,538,761 | 105.38 62,038,427, 762 | 250 94
BPHTB 2,000,000,000 165,108,367 | 8.26 PR Y 192567.835 | 963
APBN + BPHTB 25,866,446 000 37.051997.368 | 143 24 25178998229 | 97 34 52230995597 | 2405¢
4 | Kab. BANYUASIN
| ] 1,129,153,000 659,180,437 | 5838 68876918 | 510 728077355 | 644
[ Port~ - 282,290,000 57185276 | 2026 5183737 | 219 63,3u9.013 | 2245
B 1,411,443 000 716365713 [ 5075 75,060,655 | 5.32 791,426,368 | 56.07
[Porke...an 2.568,710,000 3,258,988 426 | 12600 127856880 | 475 3380845306 | 13165
| | PTB Migas 49,865,324 000 60,364,275,805 | 12109 44.008,522.867 | 8825 104,392,798 672 | 209 35
PTB Non Migas 700,000 277438 | 3963 0.00 277,438 | 3933
P3 52,434,134 000 63,643 541669 | 12138 44130379747 | 84.16 107,773.921,416 | 205 54
APBN 53,845,577 000 64,359.907,382 [ 11953 44,205 440,402 | 8210 108,565,347,784 | 20162
BPHTB 2,500,000,000 2,763,228662 | 11053 185,441, 7.42 2948670611 | 11795
APBN + BPHTB 56,345 577.000 67.123,136.044 | 119.13 44,390,882,351 | 78.78 111,514.018,395 | 197.61
KP.PBB PLG
Pedesaan 2,848,753,000 2299764513 | 8073 131.9687,222 | 433 2431751735 | 853¢
Perkotaan 24,972,309.000 24167941434 | 9678 564,142914 | 226 24,732,084,348 | 99.04
SKB 27,821,062 000 26467705947 | 9514 696,130,136 | 250 27,163.836,082 | 47 64
nan 5,468, 110,000 6,775,250.925 | 12330 170351 B8 [ 317 B.345 502 78T [ 12707
Perhutanan 482,966,000 -1 000 963,161.456 | 199.43 963,161,466 | 19943
PTB Migas 115.080,557.000 141,134768.9%4 | 12254 98,515,699,722 | 8561 239.650,468.716 | 208 25
PTB Non Migas 1,700,000 1515688 | 89.16 -| 000 1,515,688 | 8916
P3 121,033,333.000 | 147311536807 | 12777 99649273006 | 8203 247 560,748 51T | 204 54
APBN 148854395000 | 174.379.241 558 | 117 15 100,345 343 747 | 67 47 274 T2 BRI TR | 1845
BPHTB 13,607 277 000 22532 T3R5 [ 12109 J 190508 836 | 2757 26,722 BA7 48T | 14357
APBN + BPHTB 167,461,672,000 19691137518 [ 11759 104,535, 857078 | 6247 307447227 177 | 18001




REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2006

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PALEMBANG
S.D. MINGGU KE : V (PEMBAGIAN TANGGAL 29 DESEMBER 20086)

( dalam rupiah )

B KABKOTA RENCANA REALISASI PENERIMAAN
NO SEKTOR PENERIMAAN S U BUCAN % BINTNISD % 5D BULAN o
TAHUN 2006 LALU {43) MINGGUKE. V(TGL2d (63) INI (8:3)
B ) kj S 5 5 7 ] g
1 | Kota Palembang
Perkotaan (SKB) 28,800,000,000 |  26,474,466981 | 9193 6,908,067,688 | 23.99 | 33.38. 534,660 | 11501
PTB Migas 40,059,520000 |  17,492,216967 | 4367 8,996.299,193 | 2246 | 26,488.516,160 | 6612
P3 40,059,520000 | 17492216967 | 4367 8996299193 | 22.46 | 26488516160 | 6612
APBN 68,859,520,000 | 43966683948 | 6385 15,904,366.881 | 2310 | 59,871.050.820 | 86 95
BPHTB 21,800,000,000 198697227 g1 14 39657771 [ 1815 23,824,824 350 | 109 26
APBN + BPHTB 90.659,520,000 |  63.835731.165 | 70 41 19,860,144,010 | 2191 | 83605875179 | 9242
2 | Kab. OKI
Pedesaan 1,468,184,000 1.500,062,325 [ 10217 399,777,795 | 27.23 1899.840.124 | 12540
Perkolaan 431,000,000 66.864,138 | 1551 160,818,149 | 3731 227,682,287 | 5283
SKB 1,899,184 000 1,566,926.457 | B251 560,595,944 | 2952 2127522411 | 112.02 |
Perkebunan 1,923,000,000 1682628157 B750 48254023 | 7500 2165164380 1175
Perhutanan 482,966,000 -1 000 1,891,940.861 | 391 73 1.891,940,861 | 39 73
PTB Migas 32030,106,000 | 31.131,468515( 97 10 18,546,671,629 | 5790 | 49,678.340.144 | 155 10
PTB Non Migas - - | #DIvio! - [ #DIVID! - | #ong
P3 34436,072,000 | 32.814.002.666 | 5575 20,921,352.719 | 60.75 | 53735445385 | 15 04
APEN 36335256000 | 34381019133 | 9462 21481948663 | 5912 | 55862.967.796 | 15374
BPHTB 3,700,000 000 322119717 871 153831051 042 337502822 | §12
| APBN +BPHTB 40.035,256.000 | 34703, 138.850 | @668 21,497,331.768 | 5370 | 56200470618 | 14038
3 {Kab OGANILIR
Pedesaan 310,000,000 235525375 | 7598 4,080,154 | 132 239,605,528 | 77.29
Perkotaan 70,374,000 9,276,739 | 1318 1,337,555 | 1.0 10,614 294 | 15.08
SKB 380,374 000 244802114 | 6436 5417709 | 142 250,219.823 | 6578
Perkebunan 2,075,000.000 1840350756 | 96.30 -1 000 T80 35T 156 | 96 30
PTB Migas 57.603,756,000 | 53350470208 | 9283 38,026,342,843 [ 66.01 | 91,385813.051 | 158.65
PTB Non Migas 1,785,000 -| 000 1,671,672 | 9365 1671672 | 9565
P3 59,620,541,000 | 55299829364 | 0775 3802814515 | 6378 | 93327843879 | 156.54
APBN 60.000.915000 | 55544631478 | 9257 38,033432.224 | 6339 | 93.578,063.702 | 15506
BPHTB 2,193,686,000 205,610,966 | 937 AU 05 233051186 | 1062
APBN + BPHTB 62,194,601,000 |  55750.247.444 | 8954 38,060,872,444 | 6120 | 93811.174.888 | 15083
|| 4| Kab. BANYUASIN
, Pedesaan 1,129,153,000 742215749 | 6573 807,508,220 [ 7151 1.549,723.969 | 137.25
| Perkotaan 311,000,000 292080623 | 93.92 13,889,969 | 447 305970592 | 9838
' SKB 1,440,153,000 1034206372 | 7182 821,398,189 | 57.04 1,855,694 561 [ 128.85
' Perkebunan 2.806,021,000 3087 211670 110.07 35845315178 3.123,057,525 | 111.
| | | PTB Migas 99,143,457,000 |  89,355,580,345 | a0 13 40.208.290.934 | 4056 | 129,5638771.279 | 13068
| | PTB Non Migas x 1,862,607 | #Divior - | #DIVIO! 1,862,607 | #DIVIO!
: P3 101,949.478000 | 92,444 654567 | 9068 10,244,136,849 | 3947 | 132688.791411 | 13015
APBN 103,389,631.000 | 93 478950.934 | 90.41 41,065.535038 | 39.72 | 134544 485972 | 13013
BPHTB 5,100,000,000 1068213275 | 20.95 194 UB7.043 1 381 1.262.300,318 | 24.75
APSBN + BPHTB 108489631.000 | 94547 164.209 | 8715 41,250,622,081 | 38.03 | 135806.786.290 | 125.18
KP.PBB PLG : -
Pecesaan 2.907,337,000 2477803453 | 8523 1.211,366,169 | 4167 3,689,169622 | 126.89
. iaan 20612374000 | 26.842,688.481 | 9065 7084113361 | 23.92 | 33926801842 | 11457
__SKB 32519711,000 | 29320491934 | 9016 8,295479,530 | 2551 | 37,615.971.464 | 11567
| | Peskebunan 6,744 021,000 6,710,784 317 9350 518386144760 7,228 581 061 7197
Pertutanan 482,966,000 -1 000 1.891.940,861 | 391.73 1,891,940.861 | 39173
PTB Migas 228.836,839,000 | 191,338,736.035 | 8351 105777804599 | 4622 | 297,116,540634 | 12984
| PTB Non Migas 1,785,000 1.862,607 | 104 35 1671672 | 9365 3,534,279 1 198.00
P3 236,065,611,000 | 198,050.793550 | B30 108 T8IB03.276 | A5 07 [ 300 240 506,005 175 77 |
‘| | APBN 268,585,322,000 | 227371285493 | BB 116485287806 | 4337 856,568,209 [ 128703
BPHTB 32793686000 | 21464991175 5545 4187687497 | 1279 [ 25657678878 784
APBN ~ BPHTE 301.379.006,000 | 248536276672 8257 | 120677.970.303 | 4004 | 60514 TAEITE T

Qi PLG
|




REALISASI PENERIMAAN PBEB DAN BPHTB TAHUN 2007
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PALEMBANG
S D TANGGAL 28 DESEMBER 2007

{ dalam rupiah )

RAEROTA RENCANK REALISAS| PENERIMAAN i
MO SEKTOR PENERIMAAN T BUCAN L4 BLN NS5O % STBOLAN T %
i 7 ' 3 T 5 B 7 B g
1 | Kota Paiembang
Perkotaan (SKB) 38,100,000,000 52,331,474 510 | 137.35 1986677808 | 5.21 54,318,152.318 | 14257
PT8 Migas 25,468,000,000 20,577.750,000 | 80.80 6,850,250,000 | 26.93 27.437,000,000 | 10773
P3 25.468,000,000 20,577,750,000 | 80.80 6,059,250,000 [ 26.93 27,437,000,000 | 10773
APBN 63 568,000,000 72909224510 | 114,69 " 8,845,027.808 | 1392 81,755,152,318 | 12861
BPHIB 21800,000000 | 23407380771 111.9% 2352887905 | 2455 29,760,016,982 | 136.51
APBN + BPHTB 85,368,000,000 97 316,553,587 | 114.00 14.198.615.713 | 16,63 | 111,515,169,300 | 130.63
2 Ke
PeG: -~ N 1,866,000,000 1220887745 | 6591 894483998 | 47 94 2124371.743 | 11385
Perkoiaan 178,000,000 82416635 | 46.30 20780970 | 1167 103,197,805 | 57.98
SKB 2.044,000,000 1,312,304580 |  84.20 615,264 968 | 44.78 2,227.569,548 | 108 68
Perkebunan 7.333,000,000 7293053067 | 08 30 I SRER0T | 1876 2731515568 | 11708
Perhutanan 483,000,600 1937 480,488 | 401 12 00 1927.480.488 | 411 11
PTB Migas 46,640,000,000 38523750000 | 8287 16.964 316,166 | 3637 L5 48R 065 166 | 11897
PTB Mon Mig,-gs - - #OIVIO - [ BDVIOY ROV
P2 43 456,000,000 42755184555 | 8645 17.401.881667 | 3519 | 60,157,006,227 | 12164
APBN 51.500.0C0,000 44067489135 | 8557 18317 146635 | 3557 672384 635770 1 12114
BPHTB 3,700,000,000 | °*V 8865623321 [ 23952 TUBB 71600 | 29 41 4 954,094,621 | 26203
APEN - BPHTB 55,290 000000 52083347240 A5¢6¢ IEA0e 318 2% | 3218 70 aR 730 eaT | 11105 |
2 | Kab OGANILIR i [
-'uié-ﬂw- 450,000,000 296602563 | 5591 B2y ang | 114 967 G0R
| Perkotacr 50,000,000 22388151 44 7B TR00GIS | 300 Z3BEB B
Lp KE 500,000,000 318,990,720 | 83280 G88C5011 | 368 | 338, BEB 731 T
erkebunan 2.075,000.000 TARA TR0 1R Y one 7458 775 207 |
PTB Migas 87 288,600,000 65120000000 | 791¢ 2017252597 | 3342 98.292.525 07|
. PTB Non Migas 2,000,000 - 0.0¢ 0.00 -
) $9.366.000,000 71,584,778.207 | 8010 29172505671 | 3264 | 100757304478
APBN 89.866,000,000 71,903,763.927 | BO.G! 29,192 421932 | 3248 | 101,096 190,908
( BPHTB 2,154 000,000 434434452 | 19.90 S823753 | 247 488,728.205
APBH + BEHTE 92,060,000 000 T2 3382033791 858 29246 775735 | A1 77 | 101584610 :14
| 4 | Kab BANYUASIN
Pedesaan 1,520,000,000 47802637791 314 54 25BITIH6 L 170 4,806,790 937
Perkotaan 500,000,000 467,163,861 | 9342 17,532,015 1 351 484,695 676
| SKB 2.020,000,000 5248127640 [ o0 ad 43349173 [ 215 14] o195
Pekatng S TBO0000 | 3 BIB0R L T4 o BNRAL R AR %‘\‘Yﬁ R ates
PTB Migas 124 423 000.00C 97,524,750,000 | 78 38 42550724900 | 24 v | 12naiagraseat g8 !
P78 Non Migas - - | #Divi #OIVIG! sl |
P3__ 12961000000 ] 1613397853051 7827 T304 ZRE 8] 3342 | TAdpad GE T38| 1P 1 ha !
APBN 131,581,000000 | 106,587,913845] 8101 3.348,038,045 | 3294 149,935,951,99»'*"'.'*.:Tﬁé'
BPHTA 5.100,000,000 2560413353 | 5020 T NE ST 2067 3611517871 | 7931
APBN < BPHTE 136.681,000.000 | 109.148327,238 | 7935 44390147564 ; 32 4B | 153 547,460,857 | 11234
KPPBE PLG | |
Pedesaan ! 3.626,000,000 5,307,454,083 | 164 45 93 BOE 495 | 4 47 7.246150,586 | 1860 |
Perkotaan I 33.828.000.000 52902443357 | 13625 2026451665 1 522 54929034.822 | 14147 |
, SKB 42 664 000.050 59210897450 | 13875 | JGEE iR GA | BOE ¢ B 174085210 | 18573
Pekebanan STV | BaIATBAI] WAl ‘“"ﬁ‘f“":?ﬂ? “’b’fﬁ? T ”’i“’is“%%tik‘ BLE 53
erhutanan 483,000,000 1.537 480488 | 404 12 I00- 1637 430 485 | 40113 ¢
PTB Migas 283 619,000,000 | 225745250060 | 7934 95,308 317 043 ! 3368 | WAGROET 46 T M5
PTE Non Migas 2 000,000 -l o 0.00 000
[ 293.851,000,00C | 235257495067 | 8040 AR N IR P AP IR R SR R
APE | 336515000000 | 255468396517 | T/l DR iﬁ'f XEY | R GED,LGM’ 13733
BPHTE 32,764,000,000 36.268,100,203 | 11058 TEAR ST b | 2301 | ASBIANSTII | T
APBN +BPHTE 1| 359.306.000,000 | 331736496720 | B33 07240752207 T 008 | 438385, 088.557 | 11507
'} SE-48/P.).6/2005 .
') RALAT
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